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OPTIMALISASI MANFAAT
HUTAN PRODUKSI METALUI EKOWISATA

Oleh:
Dudung Darusman, Ricky Avenzora dan Tb. Unu Nitibaskara

Pendahuluan

Memperhatikan tinggiryra nilai potensr ekowisata di suatu areal kerja ruPHHK - dengan contoh
kasus PT. Agathis Alam In,lonesia (PT. AAI) dan PT PERHUTANI seperti yang telah dipaparkan
pada bab terdahulu - maka di sahr sisi nampaknya terbuka suatu peluang usaha baru yang
bukan hanya berpotensi untuk mengoptimasi marLfaat dari suatu hutan produksi meiainkan juga
sangat berpotensi untuk menciptakan berbagai man-faat secara berganda dan berkelanjutan; baik
dalam konteks ekologr, sosial-budaya dan ekonomi. Namun demikiaru di sisi lain setidaknya ada
satu pertanyaan yang menggayut dalam pemikiran banyak pihak, yaitu: seberapa baik
sesungguhnya kelayakan usaha pembangunzrn ekowisata di hutan produksi pada suatu areal
kerja perusahaan yang memiliki IUPHHK. Untuk menjawab hal tersebut, maka tulisan ini
mencoba untuk memaparkan konsep pemikiran yang kiranya bisa menjawab pertanyaan
te.rsebut.

Perspektif Aspek Legal

Ada dua produk peraturan perundang-'.rndangan yang penting untuk ditelaah dalam
mempeibincarrgkan perspektif aspek legerl peluang optimalisasi man{aat hutan produksi melalui
ekowisata, yaitu Undar'.g-undan-g No. 5 tahun 1967 tentang Keteniuan-ketentuan Pokok
Kehutanan, serta Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Memperhatikan isi
Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan maka di satu

sisi dapat dikatakan bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia sejak awal sudah menyadari adanya
potensi m,anfaat rekreasi dan wisata yang bisa didayagunakan dari suatu kawasan hutar. Pasal 6

dari UU No. 5 tahun 1967 menyatakan :

"Pemerintah membuat suatu rencana urnum mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaan
dan penggunaan hutan secara serba-guna dcrn lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia
untuk kepentingan: a). Pengafuran tata-air, pencegahan benceina banjir dan erosi se*a
pemelihararm kesubr.rran tanuh; b). Produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi
kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya guna keperluan pembangunan,
industri serta ekspor; c). Sumtrer mata pencaharian yang bermacam ragam bagi rakyat di
dalam dan sekitar hutan; d). Perlindungan alam hayati dtrr alam khas guna kepentingan ilmu
pengetahuan, kebudayaan, pertahanan Nasional, rekreasi dan pariwisata"

Namun demikian, di sisi larr, sejalan dengan karakter UU No. 5 tahun 1967 - yang
mengklasifikasikan fungsi clan pengusahaan hutan berdasarkan karakter hasil hutan yang
diinginkan - maka sejak akhir 60-an hingga akhir 90-an (dimana IJU No. 5 tahun 1967 digann
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* Mempertranr.lingkan berh.gai isi pasal-pasal di atas (yang rnemberi beban kewajiban
langsung pada pemerintah) dengan dinamika empiris pernbangunan kehutanan selan:ra ini
maka dapat dikatakan bahwa besarnya beban penrhangunan kehu,tanan yang harus ikut
ditanggung secara trangsung oleh pemerintah temyata tidak seimbang rlengan kemampuan
riil pemerintah selanra ini. Tentu tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini premerintah cq
Kementerian KeLrutanan telah melaksanakan kewajibannya dalam a.spek-aspek yang
dipaparkan di atas, namun kinerja yang dicapai sangat iauh daxi kondisi optimal yang
ditutuhkaru sedangkan efisiensi dan efektifitasnya pun masih perlu dipertanyakan. Atas
kondisi ini, maka pertanyaan berikutnya yang perlu dicari jawabnya adalah seberapa kreatif
dan proaktif pemerintah rnau membangun ruang yang menarikbagi berbagai pihak (swasta,

perguruan ti.gg, ISM dan lain sebagainya) untuk rnau berpaHsipasi secara aktif dan
berkelanjutan dalam melaksanakan secara bersama berbagai kewajiban dalam lul
rehabilitasi dan reklamasi hutan, penelitian dan penyuluhan serta pendanaan dan prasarana

yang diamanahkan oleh UU No. t[1 tahun 1999 tersebul

Lebih laniut, teberapa perahrran perundang-undangan penting yang terkait peluang optimasi
pemanfaatan hutan pruluksi melalui ekowisata adalah Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2ffi7
tentang Tata Hrrtan dan Penyusunan Rencana Pengeiolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, dan
Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2ff)8 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6
tahun 2007. Penelaahan terhadap isi peraturan pemerintah tersebut menunjukan bahwa di satu
sisi nampaknya pemerlntah telah semakln menyadari tentang sangat banyaknya manfaat dari
suatu ekologi hutan produ,ksi yang bisa diusahakan dan diambil rnanfaat ekonominya secara
lestari; yaitu sebagaimana tergambar pada isi Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, Dalam
pasal-pasal tersetrut secara tegas telah dituangkan secieret manfaat dari hutan yang bisa
diusahakan untuk berbagai manfaat ekonomi. lri'amun demikia+ pacla slsi lain nampaknya
regulasi yang dibuat premerintah masih terperangkap dalam skema berf,ikir pertial menagernent.
Meskipurr dalam Pasal 1 UU No. rt1 tahun 1999 telah ditegaskan bahwa "hutan adalah kesatuan
ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumtrer daya alarn hayati yang didor,ninasi pepohomn
dalam persekutuan alam lingkungannya, yffiE satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan",
namun regulasi yang ada dalarn kedua greraturan pemerintah di atas rnasih belum bersifat
integratif sebagaimana sifat dari ekosisterr* hutan itu sendiri,

Rendahnya sifat integralitas regulasi di atas diduga kuat karena adanya kepentingan dan
kebutuhan pemerintah untuk memperoleh pendapatan negara melalui pajak-pajak da-n- restritrusi
dari berbagai bentuk pengusahaan hutan di suatu kawasan hutan produksi. Di satu sisi harus
dikatakan adalah benar jika negara cq. pemerintah mempunyai kepentingan untuk mempe,roleh
pendapatan negara melalui berbagai pajak dan restribusi darl suatu kegiatan porgusahaan hutan,
namun demikian kebutuhan akan pengumpulan pendapatan negara melalui pafak dan restritusi
tersebut tentunya tidaklah harus menjadi penghalang bap terwuludnya suatu pengusahaan hu-
tan yang terintegrasi sesual dengan sifat dan karakter ekologi suatu hutan yang tak ierpisahkan
satu sama lain Jika sebagai regulator pernerintah saja telah Iebih rnemtlih untuk meregulasi sifat
pengusahaan hutan ssara ansich berdasarkan partial managem*t rnaka bisa dipastikan bahwa
proses implementasinya tidak akan pernah mampu menjadikan suatu hu,tan terwujud meniadi
suatu kesatuan ekologi yang tak terpisahkan seperti yang diamanahkan dalam UU No. 41 tahun
7999.
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Seharusnya sebagai regulator pemerintah perlu rneregulasi pengusairaan hutan secara integrated

based management, dimaru dalam implementasinya nanti masyarakat pengusaha - yang pada

kondisi tertentu pasti mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan simplifikasi usaha

yang bersif at partial managanent - bisa didorong dan diarahkan untuk membangun rnanaiernen

shateginya mengarah pada keutuhan manfaat ekosistem hutan secara oprtimal'

Pada saatnya nanti, dorongan pemerintah melalui regulasi integrated based managunenl bukan saia

hanya akan memberikan manfaat ekosistem hutan secara optirnal dan lestari melainkan iuga akan
mampu mendorong terbentuknya berbagai ilmu pengetahutm dan teknologi baru dalarn

pe.ngusahaan hutan; misalnya seperti kebutuhan tcknik dan teknolog yang integratif untuk
memadukan usaha pemanfaatan kayu dalam suatu pengusahaan hutan produksi (yang dengan

teknologi konvensional cenderung merusak ekologi dan nilai keindahan hutan) dengan usaha

ekowisata yang sangat membutuhkan komprehensivitas ekologi dan keindahan dari suatu

kawasan hutaru Secara teoritis, sistem-at'rka pemrkiran integrated based w.anagernent bagS suatu
pengusahaan hutan produksi yang sebagian telah dipaparkan di atas dapat dituangkan dalarn

skema seperH terlihat pada Gambar 113.

Gambar 113. Skema Pemlkiran lategroteil Based Managenent

Perspektif Sumberdaya dan Teknis Kegiatan

Ada dua pefianyaan yang langzung muncul dari tranyak pihak ke6ka memulai diskusi tentang
gagasan untuk menginlegrasikan pembangunan ekowisata dengan kegiatan pembalakan hutan
pada kawasan hutan produksl yaitu: 1). apakah menumg ada sumberdaya ekowisata pada setiap

kawasan hutan produksi di suatu areal keria IUPHHK dan 2). apakah secara teknis mungkin
untuk dilaksanakan Untuk me.nfawab dua pertanyaan ;enting tersebut maka kiranya petlu
terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan sumberdaya ekowisata.
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Sebagaimana telah clituliskan pada bab terdahulu, sumberdaya ekowisata adalah suahr ruang
tertentu dengan batas-batas tertentu yang memiliki elemen-elemen ruang yaflg mampu untuk
menarik minat dan mampu menampung kegiatan orang untuk melakukan serangkaian kegiatan
ekowisata serta mampu memberikan kepuasan kegiatan ekowisata. Mengacu pada pemaknaan
sumberdaya ekowisata ini, maka tenfunya menjadi mudah untuk dimengerti bahwa
sesungguhnya akan sangat banyak ruang tertentu dari suatu areal kerja IUPHHK di kawasan
hutan produksi yang pasti memiliki potensi sumberdaya ekowisata; baik dalam arti atas berbagai
elemen ruang yang secara alamiah tersedia pada kawasan hutan produksi tersebut maupun
daiam arti berhagai elemen ruang yang bersifat kontemporer ataupun artifisial pada areal kerja
IUPHHK tersehut. Dalam konteks elemen ruang alamiah, maka tentu sudah tidak perlu
diragukan lagi bahwa secara teoritis dalam ribuan hektar hutan produksi yarrg dipercayakan
untuk dikelola dan diusahakan oleh pemegang IUPHHK pasLi akan terdapat serangkaian potensi
objek dan/atau atraksi ekowisata; baik dalam bcntangan tegakan hutan primer yang alamiah
maupun pada benta-ngan hutan sekunder yang secara ekologis akan cendrung memiliki kekayaan
keanekaragaman dan jumlah jenis serta dinamika suksesinya. Meskipun dalam konteks ekologi
hutan adalah benar bahwa nilai hutan primer jauh lebih baik dari hutan sekunder, namun dalam
konteks estetika dan atraksi ekowisata barangkali tidak akan berbeda satu sama lainnya.
Kerindangan tegakan pada hutan primer dapat menimbulkan kesan estetika yang bersifat magis,
seclangkan struktur tegakan hutan sekunder umumnya memberikan keindahan wama dan
bentuk elemen alam yang lebih variatif. Jika pada hutan primer dapat diamati elemen ekologi
yang berhasil mencapai stabilitas suksesi-klimaks, maka pada hutan sekunder lebih mudah
untuk diamati proses interaksi jaring-jaring kehidupan dan jaring-jaring rantai makanan dari
suatu sistem ekologi; seperti keberadaan serta kelimpahan serangga dan burung yang menjadi
predatoi'nya lebih mudah untuk diarnati pada hutan sekunder.

Di satu sisi, memang tidak dapat dipungkiri ba.hwa potensi sumberdaya ekowisata di suatu areal
keqa IUPHI II( akan sangat bervariatif ilari satu areal ke areal lain; baik dari segi jenis, jurrJah dan
nilainya. Ntrmun Cemikian di sisi lain dapat dikatakan bahwa pada setiap kawasan huten
produksi di suatu areal kerja IUPHHK pasti terdapat potensi objek atau atraksi ekowisata. Seialan
dengan berbagai potensi sumberdaya ekowisata yang secara alamiah bisa terdapat di suatu areal
kerja IUPHHK (baik pada hutan p;:imer ataupun hutan sekundernya) seperti yaurg telah
dijelaskan di atas, maka sesungguhnya berbagai kegiatarr pereilcanaan, pembinaan darr
pemhalakan hutan yang menjadi tanggungjawab pemegang IUPHHK juga sangat potensial
untuk menjacli atrakasi kegiatan ekowisata. Kegiatan hiking dan trekking yang secara umum
dilakukan pengunjung di suatu kawasan hutan hanya untuk menikmati pemandangan, bird
watching dan berbagai bentuk kegiatan rekreasi aktif yang bersifat sport related leisure, maka dalam
suatu areal hutan produksi yang terdapat di suatu areal kerja IUPHHK juga akan menjadi sangat
potensial untuk dilakukan dalam bentuk kegiatan hiking dan trekking yang lebih edukatif melalui
kegiatan identifikasi jenis flora dan fauna, pemetaan vegetasi, pengukuran pohon, pemetaan
penyebaran satvva liar dan lain sebagainya. Di satu sisi, berbagai data tersebut sesungguinya
merupakan data yang penting untuk dikumpulkan secara reguler dan teratur oleh pemegang IU-
PHHK agar berbagai kebutuhan data yang diperlukan bagi perencanaan berkelanjutan bisa
didapat secara valid; sedangkan di sisi lain berbagai kegiatein inventarisasi hutan tersebut akan
menjadi pengalaman berharga yang positi{ bagi para ekoturis.



Lebih lanjut, pola kegiatan serupa juga dapat cliperluas pada berbagai kegiatan lainnya dalam
penrbinaan hutan; seperti pengumpulan bibit anakan alam, penanaman sulaman tegakan alam
dan lain sebagainya. Sedangkan berhagai proses kegiatan pembalakan - mulai dari kegiatan yang
ringan seperti pemhuatan peta pohoo trace jalan, hingga penentuan takik teban g scalling

sortimen dan lain sebagainya, merupakan aktifitas rekreasi yang sangat edukatif dan
menyenangkan bagi para ekoturis. Sesungguirnya banyak anggota populasi masyarakat yang
mempunyai harapan dan motivasi untuk mendapatkan pengalarnan dan pengetahuan
melalui pengamatan berbagai bentuk kegiatan pengusahaan hutan tersebut secara langsung,
namun selama ini mereka tidak mempunyai akses sama sekali atas berbagai hal yang sangat

menyenangkan tersebu[ sebaliknya bahkan berbicara tentang hutan selama ini mereka hanya
dijejali oleh berita negatif tentang perusakan hutan.

Hingga di sini, setidaknya secara objektif Lelah dapat dikatakan bahwa tidak ada keraguan
tentang potensi sumberdaya dan kegiatan ekowisata di suabu hutan produksi yang
menyelenggarakan pengusahaan hutan melalui IUPHHK yang dimilikinya. Meskipun di satu sisi
kekayaan potensi yang terdapat pada berbagai areal kerja IUPHHK sangat bervariasi dari satu
lokasi ke lokasi lain, namun di sisi lain perbedaanpotensi tersebut sesungguhnya juga sebagai
poten-si positif unhrk meningkatkan rrilai variasi antara destinasi.

Dalam konteks mendiskusikan teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kegiatan
ekowisata secara bersamaan dengan kegiatan pembalakan hutan pada suatu areal hutan produksi
yang dimiliki oleh pemegang IUPHHK maka kiranya terlebih clahulu perlu untuk disadari dan
disepakati bahwa bentuk kegiatan ekowisata yang akan diselenggarakan tenLunya bukan seperti
kegiatan rekreasi yang umum dilakukan oleh masyarakat pada berl-.agai objek atau tapak
destinasi rekreasi alam yang bersi{at terbuka, reguler ataupun semi masal seperti yang banyak
terjadi saat ini, melainkan harus bersifat high end; dalam arti ecologically well accepted, socio-

culhrally best benefit, economically high welfare dan touristically high aaluable experiences. Untuk
mencapai hal tersebut maka pembangunan dan pengembangan ekowisata di suatu hutan
produksi yang diusahakan melaiui IUPHHK harus dilakukan secara terencana dengan baik dan
strategis, yang setidak-tic{aknya harus dinyatakan dalam 5 misi berikut, yaitu:

t Pembangu-nan dan pengembangan kegiaian ekowisata di areal kerja iUPHHK hukan hanya
untuk tujuan intensifikasi manfaat ekcnomi dmi bertragai elemen ekologi di suatu hutan
produksi, melainkan juga harus diarahkan sebagai cara unfuk meningkatkan kualitas hutan
alam yang ada pada hutan produksi tersebut. Berbagai proses pembangunan yang perlu
dilakukan oleh pengusaha IUPHHK untuk memenuhi kebutuhan dan standar jasa ekowisata
bukan hanya akan menciptakeLn intensifikasi manfaat ekononri melainkan juga dengan

sendirinya secara bertahap akan meningkatkan kualitas lingkungan dan ekologi hutan pada

areal kerja IUPHHK tersebut.

* Pembangunan ekowisata di suatu areal kerja IUPHHK adalah harus diarahkan untuk
menciptakan tumbuhnya berbagai "nilai tambah" (added aalues) dari setiap elemen ekologi
dan lingkungan dari suatu hutan produksi serta produk dan hasil hutan serta jasa

lingkungan yang diusahakan oleh suatu IUPHHK. Kegiatan ekowisata di hutan pmduksi
pada suahr areal kerja IUPHHK bukan hanya akan menjadikan berbagai nilai intrinsik dari
setiap elemen ekologi hutan yang ada dirubah menjadi nilai aktual ftaik dalam bentuk nilai
natural yang bersifat tangible ataupun dalam bentuk ilmu pengetahuan yang bersifat
intangible) melainkan juga yang menimbulkan "nilai [ambah".
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* Pembangunan ekowisata di suatu areal kerja IUPHHK harus ditujukan sebagai suatu bentuk
pengejawantahanparticipatioe regional deoelopment yang harus dilerkukan oleh pemegang IU-
PHHK di suatu hutan produksi. Berbagai aset fasilitas dasar ataupun amenitas ekorvisata
yang dibangun di suatu areal keria IUPHHK pada hutan produksi bukan hanya akan
hermanfaat untuk menjaga dan menciptakan keharmonisan lingkungan di hutan produksi
tersebut selama masa IIIPHHK melainkan juga akan berguna dan berman{aat setelah
habisnya masa IUPHHK.

* Pembangunan ekowisata di suabu areal kerja IUPHHK harus dihrjukan untuk membangun
kesadaran bersama tentang pentingnya hutan bagi umat manusia dimasa kini maupun
dimasa datang. Tapak ekowisata pada hutan produksi di areai kerja IUPHHK akan menjadi
laboratorium alam yang dapat dikunjungi oleh segenap anggota masyarakat secara nasional
maupun intemasional unhrk melihat, mernpelajari, memhuktikan dan mengapresiasi serta
berpatisipasi tentang bagaimana seharusrya sua-tu hutan alam diusahakan secara

terintegrasi dan berkelanjutan; baik untuk tujuan preservasi, periindungal dan pemanfaatan
aspek ekologi, sosial budaya, ekonomi dan pengalaman serta kepuasan rekreasi. Jika
kegiatan presevasi, perlindungan dan pemanfaatan hutan melalui ekowisata di berbagai
kawasan konservasi dapat diibaratkan hertujuan untuk membangun natural heritage bagi
masa depan bangsa, maka kegiatan preservasi, perlindungan dan pemanfaatan hutan
melalui integrasi ekowisata dan pembalakan hutan di areal kerja IUPHHK akan merupakan
real saidence of sustainable;forest concession best prnctices.

* Pembangunan ekowisata pada hutan produksi di suatu areal kerja IUPHHK harus ditujukan
untuk mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai ekologi hutan,
pemanen hasil hutan, pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan, jasa lingkungan, sosial-
budaya dan ekonomi serta pengaiaman dan kepuasan rekreasi bagi peningkatan
kesejahteraan dan kualitas ketidupan berbangsa dan bernegara di masa kini dan masa
mendatarg secara berkelanjutan "

Penekanan 5 misi di atas dalam pembangunan ekowisata di hutan produksi oleh para pemegang
IUPHHK tidak hanya sebagai kriteria dasar pengusahaan ekowisata dan jasa lingkungan lainnya
di suatu areal kerja ILIPHHK pada hutan produksi melainkan juga unhrk menjadi koridor
perpanjangan iangan pemeriiitah dalara membangun berbagai daerah tertinggal dan/ atau
terisolir di Indonesia. Misi tersebut menjadikan beban pemerintah pusat maupun peinerintah 1o-

kal dalam membangun daerah tertinggal dan/ataupun terisolir dapat dibagi kepada para
pengusaha IUPHHK melalui integrasi pengusahaan ekowisata dengan kegiatan pembalakan
kayu. Melalui pembangunan ekowisata di areal kerja IUPHHK maka diharapkan suatu hari nanti
tidak akan dijumpai lagi berbagai "wilayah terbengkalai" ataupun "rusak" pada saat pasca

berakhirnya masa IUPHHK di hutan produksi seperti yang umum terjadi saat ini; seperti juga
umurn terjadi di berbagai kawasan bekas areal konsesi pertambangan di Indonesia.

Meskipun secara umum akan banyak pihak yang berpandangan bahwa berbagai metoda dan
teknologi konvensional pemhalakan hutan yang ada saat ini belum sepenuhnya kondusif untuk
memberikan efek posihf bagi pembangunan ekowisata pada suatu areal kerja IUPHHK, namun
perlu disadari bahwa ekowisata tidak semata-mata berbicara tentang keindahan pemandangan
yang menjadi rusak oleh proses pembalakan kayu pada hutan produksi. Aspek keindahan
hanyalah 1 di antara belasan aspek penting dalam bidang ekowisata, sedangkan jika dikaitkan
dengan teori motivasi dan respon kognitif manusia maka suatu ketidakindahan sesungguhnya
juga bisa menjadi pemicu munculnya motivasi dan respon manusia untuk menciptakan
keindahan yang mereka butul-rkan ataupun mereka harapkan. Menyadari hal ini, maka kembali
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dapat dikatakan bahwa sesungguhnya sama sekali tidak ada hambatan dan halangan teknis

daiam mengintegrasikan pembangunan ekowisata dengan pembalakan kayu di suatu areal kerja

IUPHHK. fengintegrasian ekowiiata dengan pembalakan kayr di areal kerja IUPHHK malah

diyakini r*gulfur{otensi unLuk membangkitkan sisi kreatil banyak pihak untuk mengelaborasi

clan mencip-takan berbagai metoda dan teknologi pengusahaan hutan yang lebih ramah

lingkungan dan keindahan serta lebih efisien dan efektlf.

Perspektif Finansial dan Ekonomi

Kelayakan finansial dari suaru ren(-ana usaha merupakan aspek yang sangat penting dan menjadi

perhatiar, serta tolok ukur hanyak pihak dalam menilai serta mengamhil keputusan tentang 1-ratut

atau ticlaknya suatu rencana usaha tersebut dilaksanakan. Dalam berbincang tentang kelayakan

finansial teilebih dahulu perlu disadari serta dipahami bersama bahwa besar atau kecilnya nilai

variabel finansial yeLng akan dihitung tentunya sangat spesifik dan unik berda.sarkan jenis usaha

dan skala usaha yan[ akan dilakukan. Kesadaran tentang spesifikasi dan keunikan ienis dan

skala usaha terseLut iangat berguna dalam memhangun konsep berfikir dalam mendiskusikan

kelayakan finansial. Untuk itu, tliskusi tentang perspektif suatu kegiatan ekowisata di areal kerja

rupi*+f haruslah tlilakukan cialam ruang asumsi jenis userha yang prospektif dengan skala

usaha yang ekonomis.

Secara umurn, setidaknya ada 6 inilikator flnansial yang biasanya diiadikan sebagai tolok ukur

layak atau tidaknya ,,rui, r"r,.*a usaha dilakukaru yaita: Payback Peiod (PBP), Net Present Value

lntnV;, tntemalRite of Return (IRR), Prorf ability lntiex (PI) serta NetB/C danBreakEaenPoint @EP)

dan ekestern alltas. Payback Periode (Pnf) adalah jumlah periode (tahun) yang diperlukan untuk

mengembalikan biaya investasi awai dengan iingkat pengernbalian tertentu. Perhitungannya

rlilakukan berdasarkan aliran kas, baik tahunan mauplm yang merupakan nilai sisa. Apabila nilai

PBP lebih besar tlaripada umur proyek, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan; dan

sebaliknya bila nilai pBp t"lrih kecil daripada umur proyek, maka proyek tersebut layak untuk

dilaksarrakan.

Untuk mendapatkan periorJe pengembalian pada suatu tingkat pengembalian tertenbu, umumnya

digunakan model formula berikut:

PBP = t, -l-t jlNPV2(I2 - tl
NPyz- NPVL

Keterangan: NPVr= Nilai NPV kumulatif negatif
NPVz= Nilai NPV kumulatif positif
tr = Tahun umur proyek yang memiliki NPV kumulati{ negatif

tz = Tahun umur proyek yang memiliki NPV kumulatif positil

Memperhatikan rumus di atas, maka secara teoritis peluang nilai PBP dari suatu usaha

pu.rgint"grusian ekowisata dan jasa tingkungan lainnya dengan suatu usaha pembalakan hutan di
iuai arial kerja ILIPFIHK kiranya bisa diduga akan menjadi semakin layak yaitu sejalan

clengan mengecilnya nilai fr sebagai akibat nilai tambah yang diberikan oleh kegiatan ekowisata

dan jasa lingkungan pada agregat keuntungan kegiatan usaha pembalakan hutan.



Net Present Value adalah perbedaan antara nilai sekarang dan btneft (keuntungan) tiengan nilaisekarang biaya,yang besarnya dapat dihitung dengan *.i.r, sebagai berikut :

NPV=I3#_",
!=1

Keterangan: Bt = Beneftbruto proyek pada tahun ke iVt
Ct = Biaya Druto proyek pada tahun ke_t
n = Umur ekonomis proyek
i =Tingkatbungamodal(%)
t =Periodeper tahun
Ku - Investasi awal (Initial Inoestment)

Apabila dalam perhitungan NPV diperoleh lebih besar dari nol_atau positif, maka proyek yangbersangkutan diharapkan menghasiitut tir,gtut keuntungan, rulrir,ggu ruyui ,rrt ri diteruskan.
Jika nilai hasil bersih lebih kecil dari nol atai negatif, *uliu proy*k r'k'rr, memberikan hasil yanglebih kecil dari pada biayayang dikeluarkan ryirl." f"i,gi (ditolak). sejalan dengan potensipeningkatan nilai benefit bruto kegiatan pembalakan hutan" karena uaun,yu iiii uataes aaakegiatan ekowisata dan pemanfaatai;asa lingkungan maka secara teoritis bisa dikatakan bahwanilai NPV kegiatan pembalakan hutan yang terintegrasi dengan kegiatan ekowisata danpemanfaatan jasa lingkungan'lainnya adalah ,iryr!" ttggr. Lebil U4ui U"ggi iy" nilai NpV
iuga akan-sangat potensial bisa ditimbulkan oieh karena"Jemati., pur,larrg.yl"uoi* ekonomisp*,y:k sebagai }iud ciari dampak positif yang didapat d;; berbagai perhikan Iingkunganrnelalui kegiatan ekowisata.

lnternal Rnte of Return dafi suatu investasi adalah suatu nilai .mgkat bunga yang menunjukanbahwa nilai sekarang netto (NPV) sama dengan iumlah seltiruh"ongko, i^1,r&i*"i froyek. InRciapat dihitu:rg dengin rumus setagai berikut

+Bt+ct*,@=!*6
i''-r'z-ffi=o

Keterangan: Bt = Total penerimaan pada tahun ke _t
Ct - Total btaya pada tahun ke-t
i -rRR(%)
n -Umurekonomiproyek

Jika nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yan-g lerlaku (IRR>i), maka gatu perencanaanproyek dinyatakan layak untuk-dilanjutkarl.{"ri,"frr1g1" yiL mn.i, matu pro'yet ditolak.Berdasarkan rumus tersebut, maka besar keci!1a nilai IRit iit"t"tu" oleh b,esarnya kecilnyanilai Bt (total penerimaan tahun ke-t) rlan oleh'besar atau kecilnya nilai,,n,1u[;| ekonomisproyek)' sejalan dengan tingginya potensi added oalues-yang mampu didapat dari kegiatanekowisata dan pema*a"gi iiL ii"gi"ngu" Iainnya, ,r.uka sd*a teoritis juga dapat dikatakanbahwa, kegiatan pembalakan-hu6n iu"g terintegrasi dengan kegiatan ekowisata danpemanfaatan iasa lingkungan akan mempuiyai nilai"IRR y;"; hbih tinggi dari tingkat sukubunga yang berlaku.
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Proftabiti$ Index adalahmenggambarkan nilai keuntungan per tahun. Penghitungan Proftabili$

Index (Pl) clilakukan melalui rurnus sebagai berikut:

,, = 
tY.I,'I1'"k
PV kas keluar

Sejalan ,lengan berbagai added aalues yang mampu {ibgnkan oleh kegiatan ekowisata dan

pe.manfaataiiasa lir,gliungan, maka secara teoritis nilai PI clari suatu kegiatan pembalakan hutan

yang terintegrasi d.erigar, fegiatan ekowisata dan pemarrfaatan jasa lingkungan l-airmya di suatu

urn"j h.rtu. iroduksi jug, ui* menjadi lebih besir. Hal tersebut sama halnya dengan nilai Net

B/C, yaltu angka perbandingan antara presentualue total bersih dari hasil keuntungan bersih

terhadap prrrrri aalie daribiaj,a bersih . Net B/Cdapat dihitung dengan rurnus (Ka'lariah et a.t-',

197 B ; D jamin 1993) seba gai'nerikut :

.a --r B,

N et B /C = '' - ^-('r')'

Xt=rffi+ro

Apabila NetB/C>1", proyek dinyatakan layak; NetB/C=1, proyek mencapai titik impas; jika Nef

S/ C<t, proyek dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan'

Break Eaent Point (BEP) adalah penentuan titik impas dengan teknik persamaan yang dilakukan

berdasarkan persaflvran pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Penenhran titik impas

dengan pendlkatan grafis clilakukan dengan cara-mencari-titik potong antara garis pendapatan

perrl"ualar, clengan giri, biuyu dalam suitu grafik yang dise.but grafik impas' Penentuan titik

i*pu, dengan ieknil purru*uur, dapat dilakukan dengan dua cara, yakni sebagai herikut:

a. Laba sama riengan pen,lapatan penjualan rlikurangi dengan biaya atau dapat dinyatakan

dalam persamaan berikut:

Y=cx-bx-a

Keterangal : Y = I aba;a = Biava tetap; b : Biaya variabel pcr srtuan; c = Harga jual per satuan;

1= Jumlah ProdukYang dijual

b. Persamaan tlinyatakan dalam bentuk laporan rugi laba dengan metode aariabel costing'

persamaan tersebut berbentuk sebagai berikut:

Y=cx-bx-a

Keterangan: Y = Laba bersih; a = Biaya tetap; bx = Biaya variable; cx = Pendapatan penjuaian

Dari kedua fl.rnus terlihat bahwa nilai Laba Bersih akan sangat dipengaruhi oleh jumlah produk

yang dijual dan harga fual per safuan. Sejalan {eng-an ryr$einya 
variasi i"""tl+ produk (baik

clalam bentuk burarl[ ataupun iasa) yang bisa tlijuil mehfui suatu kegiatan ekowisata, maka

jumlah produk dan illai aidedaaiues nya yang potensial diciptakan melalui kegiatan ekowisata

.{ur, p"*urfaatan jasa lingkungan pada suahr kegiatan pembalakan hutan secara teoritis iuga

ctapai dikatakan akan *"iborilun ,ritui y (Laba Bersih) yang lebih tinggi. Sedangkan nilai jasa

ekowisata-nya juga potersial untuk dinyatakan d,alam satuan harga jual yang lebih tinggi dari

pada pro,lqk ,"g'"t".; yaitu sejalan dengan branding serta keunikan dan kepuasan serta sensasi

p"rgul*un ekowisata yang potensial diberikan kepada para ekoturis.



Dari sudut pandanq pemerintah, kelaya\al gkongmi dari pelaksanaan pembangunan ekowrsata
secara terintegrasi dengan kegiatan pembalakan hutan dapat terpurrri*i d*i i"r"ur,g semakinbertambahnya pendapitan pemerintah melalui iuran izin usaho provisi, serta dana jaminankiyrja yang pemungutannya telah diisyaratkan dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-undang No. rl1tahun.1999. Sedalgkan memperhatikun iri purat 43 Ayat 1 yang herbunyi "Se6ap orang yang*u$'ki, mengelola, dan atau memanfaatkan luh yang kritis atau ticlak produktif, wajib
mela-ksanakan rehabilitasi hutan untuk tuil* perlindungan?an konservasi" dan pasal 43 ayat1yang berbunyi "Dalam Pelaksanaan rehabilitasi sebagi'imana dimaksud p"a" 

"y"t 
(1). setiaporang dapat meminta pendampingary pelayanan din rlukungan kepada lembaga swadaya

masyarakat, pihak lain atau pemerintahl *uku .laput dikatakai bah#a kewajiban rehabilitasiyang bersifat cost centered dapat diubah menjadi tersifat benefit centered melalui G}f,;;kegiatan ekowisata 
rycara terintegrasi pada kegiatan pembaiakan hutan secara keseluruhan. Hal

l* .b"tuoya sangat be.rpengaruli hnfsung ,larr nyata pada keiayakan finansial pengusahaan
kegiatan pembalakan hutan yang teriitegrLi_{engan kegiatan ekowisata dan pemanfaatan lasaIingkungan di dalam suatu aieal Le4a ruif*frc
Lebih lanjul juga perlu disadari bahwa sejalan dengan telah dibangunnya berbagai infrastruktur
dasar di dalam suatu areal keria IUPHHK selama Ini_ maka pe*bangunan atau pengembangan
kegiatan ekowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya akan meminimalisiibiaya investasiawal secara relatif besar dan berpengaruh f,ositi"f serta signifltan rlalam membentuk strukturfinansial dan manfaaj.ekonomi. b911* dltsr qualu"pembangunan dan pengembangan
kegiatan ekowisata 

. 
di suatu areal lierla IUPHHK bukan- hanya dapat clipandang sebagaioptimalisasi manfaat dan penciptaan added zralues melainkan juga potensial sebagai fund risingactitities.

Eksterualitas, Eksternalitasaclalah mgrupalin suatu efek samping (side effectlyang tlapat timbulcari suatu proyek, dirrana.k*r \ecilyl ekstemalitas tersebut uutantaiiaiLntuLn oleh biaya
:tau{'un input yang digunakan melainkan lebih ditentukan oleh kondisi ltu}gk G;<iari proyektersebut. Ekstemalitas Buatu proyek dapat bersifat negatif dan dapat pula be[ilat[ositif.

P,'l:: konteks integrasi kegiatan pemhalakan dengan kegiatan ekowisata di suatu areal IU-rr1I1K maka kegiatan ekcwisata sangat poterslal untuk n-.emprk-ecil eksiernalitas yang tersifatnega!{ tlari kegiatan pembalakaq .uau.rgrun kegiatan eko#sata a}<an sangat poiensial untukmerrciptakan ekstemalitas positif bagi seLruh &e"giatan pemanfaatan hasll fr*tu; di areal kerjaruPHHK tersebut. kulu teoritis, ["giut* ekoiisata di suatu areal IUpFIHK akan sangatpotensial untuk me.nciptakan manfaat ekstemalitas dalam hal image promosi, kemantapan posisiperrrsahaan serta peningkatan nilai aset danfree f":Es.

Pembangunan ekowisata secara terintegrasi dengan kegiatan pemanlaatan hasil hutan di suatuareal IUPHHK (termasuk fTmballkan luyl) Hd;k han;/a akan memberikan image positif hagisuatu perusahaan pengusahaan hutan melainkan lugi akan sekaligus *".b"it u1 manfaatpromosi' Selain itu, kqgiatan ekowisata di su.alr ur*ui t[JpHHKiuga ufu" *uorpu meningkatkankemantapan 
{.titipeiusartaaru baik dalam hal struktu keuutrgu" sebagai akibat meningkatryapendapatan dari kegiatan ekowisata maufxrn dalam hal renLng **ftu usaha. Lebih lanjut,semua manfaat positif tersebut 

91r,?t puh &katakan sebagai bersiat free,pr, ,";ui"r, a".,gun san-gat rendahnya triaya riil y_ang dikeluirkan perusahaan r.rit"t tert anffiya *d; positif sertaterpromosikannya perusahaan tersehut *Lhlri kegiatan ekowisata yang diintegrasikannyadengan kegiatan pengusahaan hutan lainnya.
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Perspektif Sosial Budaya

Pasal40 UU No. 41" tahun 1"999 mengisyaratkan tentang perlunya kegiatan rehabilitasi hutan yang
ditujukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan
sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga

kehidupan tetap te{aga. Pemulihan fungsi hutan secara menyeluruh ini juga sarLgat peniing
untuk mendukung eksistensi adat dan budaya masyarakat sekitar hutan yang mempunyai
ketergantungan serta keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi hutan di suatu wilayah.
Sedangkan Pasal 52 dari undang-undang tersebut juga telah menekankan terrtang pentingnya
penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta

penyuluhan kehutanan ).ang wajib dilakukan dengan men:rperhatikan ilmu pengetahuan dan

teknologi, kearifan hadisional serta kondisi sosial budaya masyarakat lokal.

Berbagai kewajiban kegiatan pembinaan dan rehabilitasi hutan di suahr areal kerja TUPHHK

selama ini cenderung dilaksanakan dengan pola kegiatan yang bersifat rnembebani akan berubah

menjadi suaLu kegiatan yang menyenangkan dan mendidik melalui berbagai program
pembangunan ekowisata. Melalui kegiatan ekowisata, masyarakat lokal di sekitar hutan bukan
hanya diberi kesempatan untuk menjadi pekerja pada berbagai kegiatan pembinaan ,ianf atau

rehabilitasi hutan melainkan juga diberi ruang dan kesempatan untuk mengartikulasikan
berbagai kecerdasan-ha&sional mereka kepada para ekoturis melalui aspek intrepretasi
ekowisata. Sedangkan di sisi lairu dialog antara masyarakat lokal dengan para ekofuris dalam

suahr kegiatan pemanduan dan interpretasi ekowisata juga akan mendorong masyarakat lokal
untuk terus rnengasah serta memperkaya kecerdasan-tradisional mereka tentang berbagai
dinamika ekologi yang terjadi di dalam kavrasan hutan tersebut.

Berbagai potensi material-culture tlan immaterial-culture yang diffdliki oieh masyarakat lokal juga

sangat bemilai dan berharga untuk dijadikan seba-gai atraksi budaya 1,ang melengkapi berbagai

kegiatan ekowisata hutan di suatu areal kerja IUPHHK. Penampila-n atraksi hudaya masyarakat
Iokal kepada para ecoturis bukan hanya akan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat

lokai melainkan iuga akan memberikan manlaat psikologi yang sangat besar; yaitu berupa

apresiasi budaya serta berupa eksisten*si budaya. Sela-njutrrya, dinamika inleraksi tersebut

dipercaya akan menjadi pemicu ludup dan tumbuhnya marwah adat dan buciaya masyarakat
lokal secara nyata dan berkelanju-tan.

Lebih jauh, interaksi masyarakat lokal dengan para ekoturis adalah juga sangat potensial untuk
menciptakan terjadinya transfer pengetahuan dan budaya dari para ekoturis kepada masyarakat

lokal secara positif. Sejalan dengan sifat ekowisata yang sangat berbeda dengan silat kegiata-n

msss tourism secara umum, maka berbagai dampak negatif dari interaksi adat dan budaya yang

berbeda antara masyarakat lokal dan para ekoturis bisa diminimalisir. Melalui kegiatan

ekowisata di suatu areal kerja IUPHHK, masyarakat lokai bukan hanya berkesempatan untuk
memiliki kontak sosial dan jaringan sosial yang sangat luas, melainkan juga akan terus
memelihara, memlrina serta memperkuat dan memperkaya adat serta budayanya; sejalan dengan

semakin tumbuhnya kesadaran dan pengetahuan mereka akan nilai adat dan budala yang
mereka miliki.

Memperhatikan berbagai hal yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka dalam konteks
perspektif sosial budaya dapat dikatakan bahwa pembangunan ekowisata secara terintegrasi
dengan kegiatan pembalakan hutan pada suatu areal keria IUPHHK sangat layak dan positif
untuk dilakukan. Melalui suahr kegiatan ekowisata, naaka berbagai desa hutan yang selama ini
sangat terpencil dan terbatas dalam berbagai hal menjadi sangat potensial unhrk tumbuh dan
berkembang secara positif menjadi suatu desa hutan yang hersifat global-uillage.



Perspektif Pembangunan Wilayah

D{am kontelG pembangynan wilayah, isu tentang ketidakseirnbangan perntrangunan pada
wilayah"core" (seperti wilayah perkota$r) dan wilayah 'periptrery" tJ*purri wilayih ped,esaan
dan Pedalaman) hingga saat ini rnasih meninggalku" U""yu* p"rcod* yang Uelum Ulsa

t*]T:*q di banya& negara. Di Indonesia k*imgrang* p"mfutgro* ir,i' t*itrnyu sangai
signifikan dan mudah untuk diarnati; baik sebagai akitrat luasnya *ilayah negara, ,6"Aufr"]u
keuangan negara, atauptrn karena rendahnya 'political will" pemerirrtuf, *iupun dinamika
kepemerintahan yang dlhantui oleh praktek-p,raktek korupsi.

David Botteril, et all (2W; dalam BrowrL F and Derek Hatt,20m) menyatakan bahwa kelernahan
utama suatu wilayah "p*iphery" trukan hanya berkaitan dengan masalah keterasingan
(remoteness) wilayah tersebut dari titik pusat (standpoing prr*"lr.d.rstri barang aan iisa,melainkan juga disebabkan oleh keterasingarnya dari pma 'supplier" barang dan 

"psa. 
Secara

garis besar hal tersebut digambarkannya dalam perMaan sepertiyang terlihat"pacla Tabel 39.

Tabel 39. Perbedaan Kunci Antara wilayah InVcore dan wllayah periferalferiphery

No l$tlayah Inti Wilayah Periferal

1
Tingginya vitalitas ekqnonri dan
keanekaragaman potensi'

Vitalitas ekonomi yang rendah dun t 
"gant 

rng
pada kt*ustri tradisional

2

Berkarakter metropc[itan, pertumbutran
populasi yang tinggi dengan struktur ufllur
lebih i:anyak terdir dari icau_rn m*da

Pedesaan dan terperrcil yang liisany" rnen-ritit<i
nilai pemandangan yang cangat tingg; d.*g*
populasi cenderung melakukan emigrasi dan

yang tinggal hanyalah usia tua

3
Inovatif, piortir, serta didukung oleh arus
infornrasi yang baik

Tergantung pada ide dan teknologi Aari luar,
ccrta sxiskin akan arus Lrf,rxnasi.

4
Meniadi fokus dari teptrtusar, potiiit, e.t onoml
dan sosial

]auh dari pura pmgar.ribli k put""rn sett'ngg"
terabaikan dan tidak rrerniliki kekuatan

5
Memiliki inlraekuktur dan fsltit* amur,lt*
vancbaik

Infrastruftter dan faslliias a*""ita" yang€ngut
tertatas

Mempertimlangkan pandangan David Botteril et atl Qffi) tli atas, rnaka sesungguhnya eksistmsi
suatu areal ruPHHK 

lmaup_un berbagai areal perkebunan dan pertambanga") ilmaineia dapat
di.qaea-s dan difungsikan seblgai -manttfaktur" 

!u!.'grenyedia" t'arung?ur, jasa bagi tertagai
wilayah terpenr-il di wJayah keria nrereka. Lebih l*j"i derrgan ,oJ*ruti berbalai potunsi
sumberdaya {ry y""S terdapat pada wilayah keria mereka tersJbut rnaka sesungguinyi suatu
areal keria IUPHHK maupun grerkebunan dan periambangan tssebut bahkan aapiTaifungsikan
sebagai "pasa{' indys-li barang dan iasa. }ntqgrasi [egiataan IITPHHK dengan t{iatan
ekowisata 

_akan meniadikan suatu areal keria IIJPHHK 6Aak hanya berfungsi itagai -tupuk

ll*t$ P|l* baku proluk kehutanan, melainkaniuga sekaligus Oipar berfurigsl sebagai tapak
bagi teriadinya opafii" 

|asa ekowisata; yang pada gilrannya melalui Oriarnita f,"giitun
ekowisata iuga akan terdorong sebagai " pafii' Uagi b"rbagal brri"g dan jasa secara utuh.
Gagasan diatas bukan hanya logis secara teoritis melainkaniuga sangat potensial dan perlu untuk
dilakukan di berbagai areal keria IUPHI{K (rnaupun areat Steuunan dan pertamdngan} yarg
ada di Indonesia. Dalam konteks potensi, sebagaimana telah dipaparkan paaa Uagiao terdahulu,
maka pengintegrasiem kegiatan ekowisa'ta* dengan keglatan IUPH}g( iiyrti"l akan
meningkatkan manfaat sulberdaya alam yang dikelola secara utuh dan berkelanjutag
Sedangkan dalam konteks kebutuhan pembangunan wilayah, maka berbagai perusahaan IU-
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PHHK (maupun perkebunan dan pertambangan) sesungguhnya perlu dijadikan dan
diwajibkan sebagai " agent of deoe!.opment" cTan sebagai "perpanjang tangan pemerintah" dalam
pembangunan setiap wilayah "peiphery" tempat mereka bekerja. Kewajiban ini menjadi semakin
penting untuk diwujudkan sejalan dengan pengalaman empiris yang menuniukan berbagai
kerusakan lingkungan yang terjadi pada berbagai bekas areal kerja IUPHHI( perkebunan
maupun pertambangan di Indonesia. Se.lama ini sudah menjadi rahasia umuln bahwa hanyak
hekas areal kerja IUPHHK perkebunan dan pertambangan di Indonesia bukan hanya mengalami
kerusakan lingkungan yang serius dan berat, namun juga terbengkalai dan menjadi sumber
berbagai permasalahan pembangunan wilayah. Lingkungannya rusak, struktur sosial
masyarakatnya mengalami akulturasi yang asimetris, pere.knonomian wilayah terhenti serta

berujung pada rendahnya kesejahteraan masyarakat secara total. Semua itu tidak hanya
menghancurkan berbagai potensi alam yang terdapat pada kondisi rona awal (naturai standpoint)
serta menggamharkan terjadinya ketidakadilan distribusi manfaat kegiatarl melainkan juga rnen-
jadi beban proses pembangunan '.ryilayah seleurjutnya.

Sebagai " agent of deaelopmenf" maka pillak swasta (pemegang IUPHHII tentunya demikian juga
pemegang HGU perkebunan dan pertambangan) perlu untuk climotivasi dan didorong agar
secara kreatif mampu mengoptimalkan berbagai manfaat sumberclaya alam pada wilayah kerja
yang dipercayakan untuk dikelolanya. Sedangkan sebagai "perpanjangan tangan pemerintah"
maka perusahaan perlu untuk dirangkul agar mempunyai motivasi mengembangkan wilayah
kerjanya sebagai sltatrl " neu)-core" pada kawasan regional terkait. Untuk itu, maka penetapan

iangka rvaktu usaha yang layak dan menguntungkan bagi perusahaan kiranya perlu dijadikan
sebagai insenti{ yang menarik bagi perusahaan; demikian juga halnya dengan kepastian hukum
dalam ijin usaha serta perpanjangan izin usaha. Lebih lanjut, melalui penerapan gagasan ini maka
suabu pembangunan regional terpadu pun nantinya dapat terdorong untuk terbentuk dengan
mudah serta herkelaniutan.

Penutuo

Suatu ekosistem hutan mempunyai manfaat yang sangat beragam, baik untuk ekologi, ekonomi,
sosial dan budaya. Dalam konteks ekologi, suatu ekosistem hutan tidak hanya marnpu menjadi
tempat untuk terjadinya dinamika rantai kehidupan dan dinamika rantai makanan yang menjadi
sumber plasma nutfah bagi keberlanl'utan kehiduperr biot& melainkan juga mampu sebagai
regulator terjadinya keberlanjutan berhagai siklus abiohk; seperti air dan udara. Dari segi
ekonomi, ekosistem suatu kawasan hutan juga sangat potensial untuk menghasilkan berbagai
manJaat ekonomi bagi kehidupan manusia; baik melalui berbagai jenis hasil hutan yang bisa
dimanfaatkan maupun melalui berbagai jasa lingkungan dan rekreasi yang tersedia dalam suatu
kawasan hutan. Demikian juga halnya dalam perspektif sosial dan budaya, keberadaan suatu
ekosistem hutan bukan hanya sangat penting dalam menunjang eksistensi kehidupan sosial serta
eksistensi budaya masyarakat lokal yang hidup di dan sekitar kawasan hutan melainkan juga
sangat penting dalam melahirkan berbagai nilai kearifan lokal yang sangat berguna bagi
mendukung keberlanjutan ilmu pengetahuan di masa datang.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan man{aat ekosistem hutan, maka selama ini Indonesia telah
menerapkan proses manajemen pengambilan manfaat ekosistem hutan melalui pendikotomian
kawasan hutan berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi produksi, fungsi konservasi dan fungsi
linduag. Setelah lebih dari 40 tahun penerapan manajemen hutan berda-sarkan pendikotomian



kawasan hutan berdasarkan fungsi tersebut, maka setidak-ticlaknya atia empat hal penting yang
perlu untuk diperhatikan sebagai bahanpembelajaran bersama, yaitu:

1. Pemaknaan "fungsi produksi" yang diwujudkan dalam bentuk penetapan Kawasan Hutan
Produksi ternyata telah melahirkan modus operancli pemanfaatin hutan dalam bentuk ek-
sploitasi hutan yang tidak terkendali; yang kemuclLn hari meninggalkan daerah bekas
tebangan yang bukan saja tidak produktif dan merusak fungsi ekologilutan melainkan juga
menyebabkan terpicunya modus operandi penyerobotan kawasan hutan oleh berbagal pifrlk
yang berujung pada perubahan fungsi hutan.

2. Pemaknaan "fungsi konservasi" yang diwujudkan dalam bentuk penetapan Kawasan
Konservasi ternyata telah melahirkan pola kegiatan konservasi huian yang cenderung
hersifat cost centered; dimana sejalan dengan keterbatasan dana p"*uriI-,tuh ctalam
melakukan manajamen kav,.asan konservasi maka telah menyebabiarr jutaan hektar
kawasan koruservasi tersebut tidak mampu memberikan manfaat yang opfimal dan bahkan
banyak yang terhengkalai, seperti kondisi berbagai Cagar Alam di tnJonesia saat ini. Ticlak
sedikit pula kawasan konservasi di Indonesia yang saat ini terbengkalai atau rusak
kemudian mengalami tekanan dari banyak pihak untuk dirubah fingsinya menjadi
Kawasan Areal Penggunaan Lain.

3. Ir.ilangnya manfaat potensi hutan yang bersifat non kayu dan jasa lingkungan dari kegiatan
pengelolaan dan pengusahaan suafu kawasan hutan produksi r"turr,i ini tida[ saja
menimbulkan kerugian secara ekonomi, melainkan juga se.sungguhnya menimbulkan
kerugian plasma nutfafu ilmu pengetahuan, sosial bridaya #tu .r,ulruat rekreasi.
Sedangkan sebaliknya pemaknaan kawasar konservasi yang mentlikotomikan fungsi
perlind'-rngan, fungsi pengawetan serta fungsi pemanfaata.r seiura terpisah dalam klas[er
ruang yang berbeda sesungguhnya iuga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar.

4. Sejalan dengan integralitas keiergantungan setiap elemen ekologi yang terdapat di clalam
suatu ekosistem hutan dalam menampilkan man-faat ekosistemnyu, ,i-rulru sesungguhnya
pemanfaatan suatu ekosistem hutan juga perlu untuk dikelola secara integr-J puia.
Pemanfaatan setiap elemen ekologi dalam ekosistem hutan secara integral tltlak hlnya akan
mengoptimalkan mariaat yang bisa didapat melainkan juga akan ilemaksa setiap pihak
unfirk mencari dan menemukarr serta menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologiterbaik
dalam menjaga terjaganya integral kinerja elemen ekologi pada suatu ekosistem hutan.

Salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan ekosistem hutan yang sangat potensial untuk
menghasilkan manfaat secara optimum dari suatu ekosistem hutan actai-an ekowisata hutan.
Melalui kegiatan ekowisata, maka berbagar inherent onlues d.an eksistensi elemen ekologi yang
ada di dalam suatu ekosistem hutan dapat rliaktualkan clan ciioptimaikan manfaatnya'Uagi
kepentingan ekologi, sosia-budaya, ekonoml penclidikan, sensasi, kepuasan aar, perrgatu*il
rekreasi. Iebih lanjuf secara teoritis penerapan dan introduksi kegiatan ekowisata hutan pada
sua-tu areal kerja IUPHHK di suatu kawasan hutan produksi bukai saja layak untuk dilakukan
melainkan juga sangat kondusi{ serta cliperlukan untuk mendorong dan memotivasi para
pemegang IUPHHK lebih proaktif menegakan prinsip-prinsip kon'servasi dalam berbagai
kegiatan eksploitasi hasil l'rutan kayu. Selain itu, melalui perr,bangunan ekowisata di berbagai
areal "pe-riphery" pada berbagai areal kerja ILIPHHK maka suatu lntugrated regional deaelopment
dapat dilakukan secara lebih pasti dan bertelanjutan.
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